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GLOSSARY

Berbasis : berdasarkan, berlandaskan.

Nilai keadilan : yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah nilai keadilan

bermartabat, bahwa dalam melakukan penahanan terhadap

tersangka atau terdakwa harus berbasis kepada nilai keadilan

bermartabat. Teori keadilan bermartabat  peduli dan

memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan kepadanya

untuk membantu sesama manusia dengan cara ngewongke

wong (memanusiakan manusia). Suatu pandangan yang

konkret dari teori keadilan bermartabat yaitu bahwa teori

keadilan bermartabat itu adalah suatu usaha untuk memahami

atau mendekati pikiran Tuhan.

Penahanan : adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat

tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim

dengan pendapatnya, dalam hal serta menurut cara yang

diatur dalam undang-undang.

Peraturan : adalah hukum, bahwa hukum adalah peraturan atau adat yang

secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh

penguasa atau pemerintah; tatanan (petunjuk, kaidah,

ketentuan) yang dibuat untuk mengatur;

Rekonstruksi : menata kembali secara mendasar atau untuk menyusun

kembali yang lebih baik agar dalam pelaksanaan penahanan

termasuk penangguhan dan pengalihan jenis penahanan

terhadap tersangka atau terdakwa yang berbasis nilai keadilan

dan kemanfaatan, bukan hanya sekedar mencapai kepastian

hukum.
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Terdakwa : adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili

di sidang pengadilan.

Tersangka : adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak

pidana.
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DAFTAR SINGKATAN

AIDS : acquired immune deficiency syndrome.

DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara.

HAM : Hak Asasi Manusia.

HIR : Herzien Inlandsch Reglement atau Herzien Indonesisch

Reglement atau Het Herzien Indonesisch Reglement.

HIV : human immunodeficiency virus.

Hlm : Halaman.

ICCPR : International Covenant on Civil and Political Rights

KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana).

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

MARI : Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat.

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia.

POLRI : Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

RBg : Reglement Buitengewesten.

RI : Republik Indonesia.

RKUHAP : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tap MPR : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

TBC : tuberchulosis.

UDHR : Universal Declaration of Human Rights.

UU : Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia).

UUD 1945 : Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945).
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